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1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan
1.1.1.  Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-
transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Temanggung disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk membandingkan realisasi belanja transfer dan tunai dengan anggaran yang telah ditetapkan,
menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu
menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku entitas pelaporan
mempunyai kewajiban untukmelaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatansecara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan

a. Akuntabilitas
Mempertanggngjawabkan pengelolaan penanggulangan bencana serta kebijakan yang dipercaya
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

b. Management

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam

periode pelaporan sehingga memeudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas

seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat lebih memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Temanggung dalam penangulangan bencana yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada

peraturan perundang-undangan.
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1.1.2.  Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelapoan yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan megevaluasi keputusan mengenai sumber daya.
Pelaporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menyajikan informasi
bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial
maupun politik dengan
a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya
telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
b. Menyediakan informasi mengenai jumiah sumberdaya ekonomi yang digunakan dlam entitas
pelaporan serta hasil-hasi yang telah dicapai.
c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
d. Menyedikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya.
e. Menyediakan informasi enenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,apakah mengalami
kenaikan atau penurunan, sebalai yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari:

A. Laporan Relisasi Anggaran (LRA)
Laporan Operasional

Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas
CALK

mo o w

A.  Laporan Realisasi Anggaran

Laporan ralisasi anggaranmenyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam suatu priode
pelaporan. Tujuan Pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang relaisasi dan
anggaran tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian
target-target yang telah disepakati antara esekutif dan legeslatif sesuai laoran perundang-undangan.
Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Belanja

2. Transfer
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3. Pembiayaan
4, SisaLebih

B. Laporan Operasional

C. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajibandan ekuitas
dana pada tanggal tertentu, setiap entitas pelaporan mengklarifikasi asetnya dalam aset lancar dan aset
non lancar serta mngklarifikasi kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca. Setiap entitas pelapooran mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban mencakup
jumiah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 ((dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

Aset Lancar

Aset Tetap

Aset Lainnya

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas Dana Lancar

SRl G Y i RO, DN

Ekuitas Dana Investasi

Laporan Perubahan Ekuitas
E.  Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan atas laporan keuangan sekurang-
kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi atas kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah brikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan selama satu tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan
laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan
Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 11);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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15.

16.

17

1.3

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Sistematika Penulisan
Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 secara sistemtis terdiri dari:

Bab | . Pendahuluan

Bab Il . Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab llI . Kebijakan Akuntansi

Bab IV . Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
Bab V . Penutup

Catatan atas Laporan Keuangan - BPBD Kab. Temanggung



BABII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
OPD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

21.1. BELANJA
21.1.1. Belanja Operasi
Realisasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2018 adalah sebesar Rp5.844.558.413,- dari anggaran Rp,6.533.835.299, - (89,45%)
21.1.2. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 1.133.281.747,00 dan Rp1.069.971.285,00 penurunan realisasi
Belanja Pegawai antara lain disebabkan oleh berkurangnya jumlah pegawai sehingga berkurangnya
gaji dan tunjangan pegawai pada tahun 2018, rincian belanja pegawai dapat dilihat sebagai berikut:
No Uraian 2017 2017
Realisasi Anggaran Realisasi
. Belanja Tidak Langsung 1.133.281.747 1.094.33.2849 1.069.971.285
Belanja Pegawai 1.094.332.849 1.069.97.1285
Il Belanja Langsung 6.303.173.739 5.439.502.450 4.774.587.128
Belanja Pegawai 617.575.950 550.206.000 484.513.500
Belanja Barang dan Jasa 5.615.250.777 4.763.604.450 4.167.298.228
Belanja Modal 70.338.012 125.692.000 122.775.400
Jumlah 7.436.455.486
21.1.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja barang dan jasa badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp 5.615.259.777, 00 dan Rp.4.167.298.228,00
Penurunan realisasi dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 2017 2018
Anggaran Realisasi
Pengelolaan Data dan Informasi Bencana 6.930.000 6.930.000
1. | Penyusunan dan pelaporan dokumen 1.499.855 3.500.000 3.499.800
perencanaan
2. | Penyusunan Peta Bencana Alam 454.336.568 - -
3. | BP. Jasa Komunikasi sumberdaya air dan 20.439.467 40.000.000 25.254.034
listrik
4. | BP. Jasa Kebersihan 27.168.012 30.808.000 28.168.556
5. | BP. Alat Tulis Kantor 8.997.800 15.000.000 14.992.000
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6. | BP. Barang Cetakan dan Penggandaan 8.999.905 12.000.000 11.934.850
7. | BP. Komponen Instalasi listrik/penerangan 4.000.000 12.000.000 11916000
Bangunan Kantor
8. | BP. Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000 2.700.000 2.640.000
Perundang-undangan
9. | BP. Makan dan Minuman 20.273.000 25.000.000 24.776.000
10 | Belanja Rapat-rapat koordinasi ke luar 79.745.942 75.000.000 74.993.562
daerah
11. | Belanja Rapat-rapat koordinasi ke dalam 9.993.500 10.000.000 9.898.900
daerah
12. | Pelayanan Perkantoran 35.469.950 45.000.000 40.141.436
13. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 14.192.000 13.314.900
15 | Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Gedung 8.865.000 10.000.000 6.918.000
Kantor
16. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 59.735.015 75.000.000 66.334.959
17. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 15.000.000 -
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkafa perlengkapan - 15.000.000 14.056.350
gedung kantor
21. | Peningkatan SDM Aparatur PB 19.999.950 .
22. | Sosialisasi dan Pembentukan Forum 29.862.700 -
Resiko Bencana Kekeringan
JUMLAH 974.153.192 | 878.537.500 836.426.664

21.1.4. Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 67.500.000,00 (45,00%) dari
anggaran sebesar Rp 150.000.000,00. Realisasi belanja hibah/ bansos ini dibagi menjadi 2 tahap

yaitu Tahap | sebesar Rp 17.500.000,00 dengan jumlah penerima sebanyak 6 orang. Tahap I

sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jumlah penerima sebanyak 23 orang. Adapun daftar penerima

hibah adalah sebagai berikut:

DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN 2018

No Nama penerima Alamat Jumlah bantuan
TAHAP |
1| MISRIYATI Sk :ataggjLRw' G DS ingsnelo 2.500.000
2 | ASROBI E:ﬁ;g:;i;sk Desa Kedungumpul Kecamatan 2,500,000
3 TEGUH IMAM Dusun Piyak Desa Kedungumpul Kecamatan 1.000.000
YUWONO Kandangan :
4 | DAHMANI Ectac (;?n mnoéu?t:jsun Reban Desa Malangsari 3.000.000
s [sowo e a0mo0)
6 | RUMINI evl;s;]l;nbggnorejo Desa Kebonsari Kecamatan 2,500,000
7 | MuLYONO ?;cg:ngt";}]olzg‘]’:é‘;n'aad’a“ PRsata 3,000.000
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TAHAP lI
NI T
9 | GIMAN MUHDARI | pusun Kauman Rt. 002 Rw. 001 Desa Jumo 2.000.000
10 | SUPRAPTI ?:rsnllj.';; rl;ibon Desa wonokerso Kecamatan 9.500.000
11| IMAM NUR SALIM g:ﬁg:;n’fj?;{;”ggga e e 2.500.000
12 | ROHMAT E:z:n Grogol Desa Kutoanyar Kecamatan 3.000.000
R e i T T
Ol LT e A N
15 | TUKIYO e gDesa Sy 2.000.000
16 | RUBADI o bl :l:;r;goesa Gemawang 2,000,000
v [ i e reckn Do Comeom . | 3
18 | SURAMI S ::,Z';goesa Fesrimany 2.000.000
19 | IRWANTO o e Sl gDesa Gemawang 2.000.000
20 | KUAT omprd b il gDesa Clmawng 2.000.000
21 | JATI i gDesa Chgiawng 2.000.000
2 | PARNO Dun Toga Prkan Dosa Gamavars | o1y
23 | PRAWITO s <ok :;1‘:]9093& Gotmenang 2.000.000
2 | BARDAN e 3/ o Ml gDesa Colieweng 2.000.000
25 | SUKIRNO 5223213?22"32313‘,3% o (7 lma e 1,000,000
2% | WALIDI E;::rr:l :;Jtl;:::dca;isr:{?1 :th.a% Rw. 02 Desa Sucen 2,000,000
T T
28 | SULBANI oo il f&a% Rw. 02 Desa Sucen 2.500.000
2 | HARYANTO ﬁ:ﬁ;‘ggﬂ:ﬁd&’ﬂ;&?‘; P G Dogs Suoen 2.000.000
o [wwro | Semien 5T 070w | g

JUMLAH 67.500.000
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21.1.5. Belanja Modal

Belanja Modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Temanggung pada Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp122.775.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1.5.1. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2018 sebesar 122.775.400,00 atau sebesar
93,70 % dari anggaran Rp 117.775.400,00. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin adalah

sebagai berikut:

No Uraian 2018
Anggaran Realisasi

1. | Komputer PC 6.000.000 6.000.000
2. | Monitor 2.000.000 1.900.000
3. | External Hardisk 800.000 800.000
4. | UPS 1.200.000 850.000
5. | Kompor Gas 428.000 428.000
6. | Coffea Set 360.000 360.000
7. | Bendera dan Panji-panji 500.000 500.000
8. | Vacuum Cleaner 1.500.000 1.076.900
9. | Mesin Penghancur Kertas 1.400.000 1.400.000
10 | Perahu Karet 65.000.000 63.470.000
11 | Sepeda motor 16.500.000 16.400.000
12 | Peralatan SAR 25.000.000 24.590.500

JUMLAH 125.692.000 117.775.400

2.1.1.5.2. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Peralatan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2018 tidak ada, sehingga nilai gedung
dan bangunan masih sama dengan nilai tahun 2017 adalah sebesar Rp 102.600.000

2.1.1.5.3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Jaringan Pada Tahun 2018 adalah belamja jaringan listri/pemasangan jaringan listrik untuk
repeater BPBD Kabupaten Temanggungdengan nilai Rp 5.000.000,00

2.1.1.5.4. Belanja Barang Ekstrakomtabel
Pada barang Ekstrakomtabel terdapat penambahan belanja Peralatan SAR sebesar Rp 1.760.000
berupa 10 buah kaos/sarung tangan.

2.2, PENJELASAN POS-POS NERACA

221.  AsetLancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing — masing sebesar
Rp 19.694.304,00 dan Rp 6.404.100,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk
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dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan

2.2.1.1 Persediaan

Perediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapannya yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional badan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk tidak dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari
hasil perhitungan fisik dan harga pengadaan terakhir (Berita Acara Stock opname sebagaimana

terlampir dalam lampiran tambahan).
Nilai persediaan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 19.684.304,00dengan rincian sebagai

berikut:

No Uraian 2017 2018

1. | Persediaan Habis Pakai 230.500 303.000

2. | Logistik 6.173.600 19.391.304
JUMLAH 6.404.100 19.694.304

Adapun rincian sisa persediaan tahun 2018 terdiri dari sisa persediaan ATK dan Barang Logistik.

Sisa Persediaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

NO NAMA BARANG JUMLAH BARANG | HARGA SATUAN JUMLAH
1 | TintaF1 Wamna 1 45.000 45,000
2 | Kertas HVS A4 1 47.000 47.000
3 | Kertas Warna 1 65.000 65.000
4 | Kertas HVS F4 2 50.000 100.000
5 | Odner Forte 1 18.000 18.000
6 | Snehecter Plastik 4 7.000 28.000
7 | Gula Pasir 20 13.200 264.000
8 | Saos 4 7.150 28.600
9 | Mie Instan 10 99.000 990.000
10 | Air Mineral 29 23.650 685.850
11 | Beras 11 63.250 695.750
12 | Mie Instan 75 92.066 6.904.950
13 | Air mineral 75 23.566 1.767.450
14 | Beras 65 59.566 3.871.790
15 | Gula Pasir 75 14.066 1.054.950
16 | kecap Botol 74 8.566 633.884
17 | Saos 75 8.566 642.450
18 | Teh Celup Fii 5.066 379.950
19 | Kopi 480 3.066 1.471.680

JUMLAH 19.694.304

Catatan atas Laporan Keuangan - BPBD Kab. Temanggung



222  Aset Tetap

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana
cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang
cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap adalah aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah
harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.
Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai
oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam
pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli
pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Maksud dari masa manfaat adalah Periode suatu aset
diharapkan digunakan untuk akfivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau jumlah produksi atau unit
serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:

1. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam
kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai
tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

2. Peralatan dan mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan
mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan
dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat
pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan;
alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

3. Gedung dan bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan
bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan
bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan,
irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk
dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
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5.  Aset tetap lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi
perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6.  Konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 31
Desember 2018 sebesar Rp 3.347.307.870,- dengan rincian sebagai berikut;

No. Uraian 2017 2018
Tanah 102.600.000 102.600.000
Peralatan dan Mesin 2.725.732.505 2.841,287.905
Gedung dan Bangunan 369.149.965 369.149.965
Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.030.800 11.030.000
Aset Tetap Lainnya 23.240.000 23.240.000
Jumlah 3.226.753.270 3.347.307.870

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar sebagai berikut dengan rincian:

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun Anggaran 2018

Aktiva Tetap Saldo Tahun 2016 Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Tanah 102.600.000 - - 102.600.000
Peralatan dan Mesin 2.725.172.505 117.775.400 7.220.000- | 2.841.287.905
Gedung dan Bangunan 369. 149.965 - - 369.149.965
Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.030.800 5.000.000 - 11.030.000
Aset Tetap Lainnya 23.240.000 - - 23.240.000
Jumiah 3.226.193.270 122.775.400 7.220.000 | 3.347.307.870

Mutasi asset sebesar Rp 122.775.400,00,- berasal dari penambahan belanja modal sebesar Rp
122.775.400,00. Dikurangi aset yang menjadi barang habis pakai dan ditambah BOP. Jadi Total Penambahan
aset dari penambahan belanja modal dan mutasi antar SKPD sebesar Rp 115.555.400,- dan dapat dijelaskan
sebagai berikut:

1 Aset Tetap - Tanah Rp 102.600.000
Saldo Tanah per Tanggal 31 Desember 2017 Rp  102.600.000
Saldo Tanah per Tanggal 31 Desember 2018 Rp 102.600.000
2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2017 Rp 2.725.172.505
Saldo Peralatan dan Mesin per Tanggal 31 Desember 2018 Rp
Mutasi
Mutasi dikarenakan:;
Penambahan
+ Komputer PC Rp 6.000.000
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+ Monitor

+ Eksternal Hardisk Rp 2.000.000
+UPS Rp 800.000
+ Kompor Gas Rp 850.000
+Vacuum Cleaner EP : 428.000
+Mesin Penghancur Kertas P .076.900
+ Perahu Karet Ep 1.400.000
+ Sepeda motor Rg ?g:ggggg
+ Peralatan SA e
S8 Rp 24.590.500
3 Gedung dan Bangunan
2::32 GG:unL:an Bangunan per Tanggal 31 Desember 2017 Rp  369.149.965
ung dan Bangunan per Tanggal 31 Desember 2018 Rp  369.149.965
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo Jalan, irigasi dan Jaringan per Tanggal 31 Desember 2017 | Rp 6.030.800
Saldo Jalan, irigasi dan jaringan per Tanggal 31 Desember 2018 | Rp 11.030.800
5 Aset Lainnya
Saldo Aset Lainnya per Tanggal 31 Desember 2017 Rp 23.240.000
Saldo Aset Lainnya per Tanggal 31 Desember 2018 Rp 23.240.000
2224 Tanah
Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPBD Kab. Temanggung Periode 31 Desember 2017
dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 102.600.000,-Nilai ini tidak bertambah atau sama dengan nilai
tanah tahun 2017. Selama Tahun 2018 tidak terdapat mutasi Tanah.
2222 Peralatan dan Mesin
Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin periode 31 desember2018 sebesar Rp 2.841.287.905,- dengan
rincian sebagal berikut:
No Uraian
1 | Alat-alat Besar 17.325.000 17.325.000
2 | Alat Angkutan 1.656.168.750 1,737.789.770
3 | Alat bengkel dan alat ukur 26.600.000 23.300.000
4 | Alat Kantor dan Rumah Tangga 708.901.135 724.656.035
5 | Alat Studio dan Komunikasi 114.222.500 114.222.500
6 | Alat Kedokteran 1.298.000
7 | Alat Laboratorium 10.351.020 9.000.000
8 | Alat-alat Persenjataan/Keamanan 192.164.100 213.696.600
JUMLAH 2.725.732.505 2.841.287.905
2223  Gedung dan Bangunan
Nilai gedung dan bangunan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 369.149.965,-
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2225

223

224

Jalan, Irigasi dan Bangunan

Nilai jalan irigasi dan bangunan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp 11.030.000,-

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Akumulasi penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 201 adalah sebesar Rp2.630.896.904,33
dengan rincian akumulasi penyusutan tahun berjalan adalah sebesar Rp 233.006.300,13 dengan

rincian penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp 225.371.405,83, penyusutan golongan gedung

dan bangunan adalah sebesar Rp 7.382.999,30, Penyusutan Golongan Jalan dan irigasi sebesar
Rp 3.329.625,00

Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 23.240.000,-

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu

tahun sejak tanggal 31 Desember 2018 yang meliputi utang belanja antara lain:

a. Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Utang belanja tambahan penghasilan PNS sebesar Rp 17.595.200,- merupakan belanja yang
belum dibayar per tanggal 31 Desember 2018

b. Utang Belanja Jasa Kantor
Utang Belanja barang jasa kantor sebesar Rp 34.879.001,- merupakan belanja yang belum
dibayar per tanggal 31 Desember2018. Sehingga fotal utang belanja adalah sebesar Rp

52.474.201,00. Adapun rincian utang belanja dapat dirinci sebagai berikut:

No. Utang Belanja Jasa 2018 (Rp)
1 Belanja Listrik 823.260
2 Belanja Telpon 99.011
3 Belanja Faximili 34.570
4 Belanja Internet 594.500
5 | Belanja Air 906.750
6 | Gaji SATGAS 27.440.000
7 | BPJS SATGAS 840.780
8 Gaji Petugas Kebersihan 2.000.000
9 BPJS Petugas Kebersihan 46.710
10 | Gaji Pengaja Malam 2.000.000
11 | BPJS Penjaga Malam 93420
12 | TPP Bulan Desember 2018 17.595200
JUMLAH 52.474.201
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2.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL
Penjelasan Laporan Operasional BPBD Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut: Beban LO
merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalamrangka menunjang
operasional BPBD Kabupaten Temanggung selama 1 tahun. Beban ini baik yang berupa kas dan tunai
maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2017 dapat
diuraikan sebagai berikut:

LO 2018 (Rp)
Pendapatan
Pendapatan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN
Beban Pegawai 1.581.201.585
Beban Barang dan Jasa 4.155.3015.913
Belanja Penyusutan dan Amortisasi 233.006.300,13
JUMLAH BEBAN 5..969.523.798,13
SURPLUS/DEFISIT -5..969.523.798,13

2.3.1 Beban Pegawai
Belanja pegawai per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.581.201.585

23.2 Beban Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa per tanggal 31 Desember 2018 Rp 4.155.3015.913

2.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp
233.006.300,13

2.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Perubahan ekuitas nilai asetBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 31
Desember 2018 sebagai berikut:
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KETERANGAN JUMLAH

Ekuitas Awal 811.217.253,83
Surplus/Defisit LO - 5.969.523.798,13
Koreksi Kesalahn
Perubahan Kebijakan akuntansi -2.620.000,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan 5.844.558.413,00
Ekuitas Akhir 683.631868,70

2.4.1 Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas pada tanggal 1Januari 2018 adalah sebesar Rp 811.217.253

2.4.2 Surplus/Defisit-LO
Jumlah Defisit Lo untuk periode yang berakhir pada Tahun 2018 adalah minus Rp
5.969.523.798,13. Defisit LO merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban
operasional atau defisit yang berasal dari kegiatan operasional

2.4.3 SP2D-CP
Jumiah SP2D yang cair dikurangi dengan pengembalian CP Tahun 2018 sebesar Rp
5.844.558.413,00

2.4.5 Mutasi Penyusutan
Jumlah mutasi penyusutan adalah sebesar minus Rp 233.006.300,13. Mutasi penyusutan ini
ditimbulkan dari adanya mutasi aset antar SKPD.

2.4.7 Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas akhir 31 desember 2018 adalah sebesar Rp 683.631.868,70. Nilai tersebut merupakan
kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisin antara nilai aset dikurangi kewajiban
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BAB il
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan
Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Temanggung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam
laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas
diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas
Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

. keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
431 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas
dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap
dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai
masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung tanggal.

4.3.2 Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan
. Kas dan setara kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh
Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3 Persediaan
Berdasarkan Surat Edaran Gubemur Jawa Tengah nomor : 900/010567 tanggal 23
Oktober 2014 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :
— Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya
dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumiah
persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil
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inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock
Opname 31 Desember 2018.

Persediaan dalam kondisi rusak atau using tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi
diungkapkan dalam CalLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

a.

435 Tanah

Asset tetap yang diperbolehkan bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode
akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan
sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.

Asset tetap yang diperbolehkan dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada
saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara
penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Asset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga
pasar atau harga gantinya.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Asset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset
tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap
didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan atau menggunakan NJOP
setempat.

Pelepasan asset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil
penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang
diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diperoleh
atau nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tersebut rusak berat, usang, hilang dan
sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan
perundangan yang berlaku.

Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan,
pengembangan dan penggantian utama.

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai
dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah,

biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya

penimbuanan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada
tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu

dimaksudkan untuk dibongkar.
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4.3.6 Peralatan dan Mesin

— Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi
harga pembelian, biaya instalansi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh
serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

— Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap
untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya
langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga
dapat digunakan.

— Meubel, air dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
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BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS
Dalam pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung
berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang
berdomisili di JI. Geriliya No. 7 Telp. (0293) 493772 Fax. 493735 Temanggung 56218 Email :
bpbd temanggung@yahoo.co.id

B. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung terdiri dari :
a. Kepala Pelaksana
Sekretaris
Kepala Seksi Kedaruratan
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

o a o o

C. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL
Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
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10.

.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 62);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 19);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 44);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung.
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BABV
PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
memeriukan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), sehingga implementasinya dapat benar-
benar berpihak kepada masyarakat Prinsip-prinsip dimaksud meliputi : partisipasi, penegakan hukum,
transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntanbilitas, pengawasan, efisiensi dan
efektivitas serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016 tidak lepas dari sikap mental, tekad, Sémangat, ketaatan dan
kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun
demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi pembangunan,
pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi
keterbatasan kemampuan para aparatur pemerintahan dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat
maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung,

Pit. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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